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BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATIBENGKAYANG
NOMOR &t TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
' Pembentukan Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-Undangan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
a Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
an Peraturan Perundang-Undangan
blik Indonesia Tahun 2019
n Lembaran Negara Republik

2014 tentang Aparatur
Republik Indonesia
- Lembaran Negara
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik
(ndonesia Nomor 6206);

nesia

Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
1 dan  Susunan Perangkat Daerah
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
un 2016 Nomor 11, Tambahan

abupaten Bengkayang Nomor 11)
iubah beberapa kali, terakhir

\

Dipindai dengan CamCcann;



BAB | I—
KETENTUAN UMUM _

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indoncsia Tahun 1945.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah,
Badan Daerah dan Kecamatan.

7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkayang.

8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bengkayang,

9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu
atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh kepala
kelurahan yang disebut Lurah.

10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang |
yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada |
camat. |

A

.

L yang selanjutnya disingkat ASN adalah profne&
dan pegawaJ pemerintah dengan perjanjian

Dipindai dengan CamCcann



BARB |
KETE NTUAN UMUM

I*nsnl |

Dalam Mematuran  ini, vang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Blengkayang.

Pemerintah Dacrah adalah Kepsala Daerah scbagai unsur penyelenggara
Pemerintalhan  Dacrah  yang — memimpin pelaksanaan urusarn
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

)
P

Kepala Dacrah adalah Bupati Beng kayang.

4. Pemerintahan Dacrah adalah Penyeleng garnan  urusan Pemerintahan
olch Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluasiuasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Bengkay#ng.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyclenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah,
Badan Daerah dan Kecamatan.

7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkayang.

8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bengkayang.

9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu
atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh kepala
kelurahan yang disebut Lurah. '

10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada

selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

~dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
‘pemerintah.

ya disingkat PNS adalah warga

rat tertentu, diangkat sebagai

' t pembina kepegawaian untuk

yang berisi fungsi dan
 se administrasi

T

e —

P .

| dan

Dipindai dengan CamCcann



BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

a. Camat,

b. Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
Seksi Ketenteraman dan Ketel'tiban,

Lurah terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sesial.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tefcantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

w oo Ao

BABIV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Camat

Pasal 4

2 mempunyai tugas :
‘ahan umum,;

masyarakat, upaya
1 umum, penerapan dan
iharaan prasarana dan
1 pemerin- tahan yang

Dipindai dengan CamCcann



pahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

. melaksanakan tugas yang dilim
yang menjadi kewenangan Daerah.

sebagian Urusan Pemerintahan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
| a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
I b. pengoordinasian kegiatan pembe’dayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan kegertiban

umum,
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;

liharaan prasarana dan sarana pejayanal umym;

) e. pengoordinasian peme
: f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan peMerif- tahan yang
| dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
. g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaradn kegiatan kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah

yang ada di kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang

undangan; dan
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati un
sebagian Urusan Pemerintahan yang men jadi kewenangan Daerah.

diperintahkan oleh peraturan perundang-

tuk melaksanakan

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Camat.
Pasal 7

Sekretaria}t r_nclaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan
yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
peng?lola}an_ keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggung jawal;
1lz'xnegmlm_pm pelaksan 1..geluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
; (18all |

di bidang umum dan
aset dan pengelolaan

nan rencana kerja

Dipindai dengan CamCcann



€. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang umum dan

kepegawaian, pengelolaan asct, penyusunan program, dan pengelolaan
keuangan di lingkungan Kccamatan scsuai  peraturan perundang-

undangan.
f. pengawasan terhadap pclaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

sekretanat;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan

tugas dan fungsi di bidang sckretariat;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
pelaksanan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program, Keuangan dan Asct.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bcrada di bawah dan
bertanggung jawab kcpada Sckretaris.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan
pelaksanaan kcgiatan scsuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kcrja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

C. gemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Sekretariat;
P‘Qla.k coord 'vl_;-:;’._:"

fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di

1an;

| intern pemerintah (SPIP) i
atur sipil negara (LHKASN);

Dipindai dengan CamQcann:



Pasal 12

Keuangnn dan Aset sebagsimana i maksud dalam
punyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
pengelolaan  keuangan  dan
gatan sesunal dengan

Subbagian Program,
Pasal 9 ayat (1) haruf b, mem
kebijakan di bidang penyuasunan  progmam,
pengelolaan asct serta mengendalikan prlakaanaan ke
tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

S ubbagian Program, Keuangan dan Asct mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja S ubbagian Program, Keuangan dan Aset;

peng umpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

penyusunan program, pengclolaan keuangan dan pengelolaan aset di

lingkungan Kecamatan,

c. pemberian dukungan terhadap pclaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;

e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan

keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundangundangan;

penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan;

penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Kecamatan,;

h. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian

Program, Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan

tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan

dan pengelolaan aset;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program,
pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; dan
pelaksanaan lain di bidang penyusunan program, pengelolaan
‘ ' aset yang diserahkan oleh sekretaris.

or

m

ip:

Dipindai dengan CamCcann



Pasal 16

Untuk m claksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program  kerja, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemcrintahan di
Kecamatan;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan

Kerja Perangkat Dacrah dan instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan |

kegiatan pemerin tahan di Kecamatan,

pelaksanaan evaluasi penyclenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat

Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;

koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan

perundang-undangan;

pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap ' pclayanan bidang pemerintahan kepada

di wilayah kerja Kecamatan;

rekomendasi/ pcngantar/ keterangan yang berkaitan dengan
bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

!npp

"

e

Bagian Keempat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 17

1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
perangkat kecamatan dan dipimpin oleh
di bawah dan bertanggung jawab kepada

tugas mengkoordinasikan
umum, pengembangan dan
asan pembangunan sesuai

Dipindai dengan CamCcann.



d. pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi
Iingkup Kccamatan melalui

aktif dalam perencanaan pembangunan
forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
inkronisasi perenaanaan dengan satuan

e. pelaksanaan koordinasi dan si
kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan;

f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ekonomi dan pembangunan
kepada masyarakat di Kecamatan;

g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan
bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan  pelimpahan

kewenangan Bupati;
h. pembinaan dan pengembangan  serta pemantauan kegiatan
pertambangan, kepariwisataan,

perindustrian, perdagangan,
perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan e konomi
pertam’an,

lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, peternakan,
perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpahan

kewenangan Bupati;

fasilitasi pendataan dan pe

daerah, PBB di wilayah kerja

Bupati; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberik.
dan fungsinya.

laksanaan pungutan Pajak dan retribusi
Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan

Pt
.

an oleh Camat sesuai dengan tugas

Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kes¢ jahteraan Sos:al

Pasal 20

Sfaksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kese jahtefaan Sosial sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat keécamatan dan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di pawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Pasal 21

dan KesejahteTaan Sosial mempunyai
pelayanan, pembinaan, pefgaWasan dan
arakat dan pelayanan kesejahtefaan

na d dalam Pasal 21, Seksi
1 Sosial MempUnyai fungsi :

a, pelaksanaan, Monjtoring,
masyarakat dan

terhadap

Dipindai dengan CamCcann



d. pengoordinasian dan fasilitas: pencegahan dan penanggulangan masalah
sosial, pendataan masyarakat  miskin, pendistribusian  bantuan
sosial /korban bencana alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan
berdasarkan prelimpahan kewenangan Bupati;

e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda, olahraga prestasi

dan olahraga t(radisional, kebudayaan, peranan wanita  dan
pengarusutamaan gender (PUG), keschatan dan keluarga berencana,
| f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pencegahan dan
l penanggulangan  penyalahgunaan  obat terlarang narko-  tika,

psikotropika, za adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya;

g. pemberian rekomendasi/surat pengantear/keterangan yang berkait an
dengan bidang kescjahtecraan  sosial dan kepada organisasi
kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada
instansi teknis yang mclaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan
berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;

h. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat
dan fasilitasi pelayanan kesehatan di kecamatan,

i. pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat

dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga

swadaya masya- rakat (LSM) di Kecamatan;

pembinaan dan pengembangan Kketenagakerjaan dan  perburuhan

berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

LT

Bagian Keenam
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 23

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf f, adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24

>an mempunyai tugas mengkoordinasikan
dan ketertiban umum di tingkat

peraturan  perundang-undangan

Dipindai dengan CamCcann



pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang

d.
tugas dan fungsinya di bidang pencrapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

e. pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan

penanggulangan bencana alam dan pengungsi,
f. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan

masyvarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan bexasarkan
pelimpahan kewenangan Bupati; .

g pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaltan. dengan
bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan pelimpahan

kewenangan Bupati; dan :
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Kelurahan

Pasal 26

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah
perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan
sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seofang kepala kelurahan yang
disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada

Camat.
Pasal 27

Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 mempunyai tugas membantu
Camat dalam:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

c. melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pclayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- - lain sesuai dengan ketentuan perundang-

Dipindai dengan CamQcann



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Lurah.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah.

Pasal 30

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas pada kesekretariatan meliputi penyusunan rencana
dan program kelurahan, pelaksanaan urusan umum (rumah tangga,
”pan kearsipan, tata persuratan, humas dan protokol,

A perjalanan dinas), penyusunan laporan kinerja tahunan
'_,n'lylapkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), tindak

lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan administrasi kepegawaian,
membantu pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah,
fasilitasi urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan
administrasi lainnya kepada seluruh perangkat/ aparatur Keclurahan
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan
fungsinya.

(2) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas di bidang
pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban meliputi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, pelayanan data kependudukan, registrasi
pertanahan, pclayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan
Nomor Induk Kependudukan, koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, pembinaan dan pengawasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW), evaluasi penyeclenggaraan pemerintahan Kelurahan,
koordinasi dengan aparat penegak hukum, Satuan Polisi Pamong Praja,
Satuan LINMAS dan unit kerja terkait, serta pemuka agama dalam
bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, koordinasi
pemrq)- dan penegakan peraturan perundang-undangan bersama
l/ m “Sﬂlt di Kelurahan.

ibangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- € mempunyai tugas di bidang ekonomi dan
1lyiapan data potensi ekonomi di wilayah
pengantar/keterangan terhadap Usaha
(UMKM) meliputi bidang jasa, industri,
dan kebudayaan pemberian surat
ndirian bangunan untuk diteruskan
dan fasilitasi terhadap pelayanan
tertentu di wilayah Kelurahan,

nan di Kelurahan, melakukan
u instansi vertikal yang
na dan fasilitas
unt'uk ikut serta
1pu Kelurahan

Dipindai dengan CamQCcann:



(4) Seksi Pemberdaynan Masyamkat dan Kesejnhterann Sosial sebmpromanin
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d mempunyai tugas di bidang
pemberdayaan  masyarakat  dan kesejahteraan  sosinl  meliputi
pembinaan, pengawasan  dan cvnlunsi terhadap Satuan Unit Kerja
maupun swasta dalam kegintan pemberdayaan masyarakat meliputi
fasilitasi penyelenggaman  pendidikan - danar, pendidikan  formal dan
informal, porseni, kepramukaan, UKS, program wajib belajar,koordinasi
dan fasilitasi tethadap pengembangan generasi muda, olahraga prestasi
dan tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarisutamaan
gender (PUG), keschatan, keluamga berencana, pembinaan kerukunan
antar umat beragama dan lembaga adat, fasilizasi dan pemberian

¢ keterangan terhadap  organisasi kemasyarakatan dan organisasi
! kepemudaan, pelayanan dan pembinaan, kepada masyarakat meliputi
pendataan penduduk miskin, bantuan masynrakat, penanggiliingan
n obat terlarang narkotika, psikotropika, zat adiktif
(NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya,  pencegahan  dan
n bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan

masalah sosial di Kelurahan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perufdang-undangan.

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara administrasi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Camat.

du i

=

| Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan
keahlian dan keterampilan.

jumlah pemegang jabatan fungsional
seraturan perundang-undangan yang

Dipindai dengan CamQcann



(2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan  kecamatan  wajib
melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan,
mengarahkan dan membenkan petunjuk  kerja kepada bawahannya
masing-masing.

(3) Camat dan sctiap unsur pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan
wajib melakisanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-
masing dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk
penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

v . Pclaporan
rag .\#‘ Pasal 34
(1) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis

atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal
kebijakan yang ditetapkan.

(2) Camat wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu
yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap unsur pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib mematuhi
kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan kecamatan wajib
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan
dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

s desentralisasi dibebankan pada
Daerah (APBD) Kabupaten

tuan menjadi beban
J) Provinsi Kalimantan

Dipindai dengan CamScann



(2) Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Scksi Kecamatan, Lurah, Kepala
Seksi Kelurahan dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan

m oleh pecjabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil

h“ﬂ:j persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

) v dalam jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan
n Fungsional di lingkungan Kecamatan memperhatikan syarat
ensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

untuk tiap Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas
tan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang
m oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang

r is dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang
memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/atau
memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja dibidang
administrasi.

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa
jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan
perundang-undangan.

(8) Uraian jabatan untuk tiap Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas
dan Jabatan nal ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang
disusun berdasarkan analisis jabatan.

BAB VIII
PERANGKAT DAERAH

eselon Illa atau jabatan

al eselon IlIb atau jabatan

Dipindai dengan CamQcann



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Camat wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan
organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang
bertanggung jawab dibidang organisasi.

(2) Evaluasi kinerja Kecamatan dilakukan setiap tahun sekali dibawah
koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknijs operasjonal
dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang evalyasi
dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap unsur pimpinan di
lingkungan Kecamatan menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-
masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja
yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan
evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melaluj observasi (activity
sampling) secara periodik.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat
yang memangku jabatan di lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang dan seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Kelurahan di Lingkungan PemMerintah Kabupaten Bengkayang tetap

a tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat
I ati inl.

Tugas Pokok, Fungsi
merintah Kabupaten
‘Tahun 2016 Nomor

Dipindai dengan CamQcann



Pananl 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tagge ! divmdagkan.

nntahkan pengundangan Pevitaran

Agar setiap orang me ngetanhuinya, meme
Berita Daermb Kabhupaten

Bupati ini, dengan penempatannyn - dalam

Bengkaryang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7% Ot ()20

‘QﬁNGKAvANG
\

g BUDIMAN

Bl

w di Bengkayang

Desevbrr 2020

*

KAYANG TAHUN 2020 NOMOR ¢
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BAGAN SUSUNAN

St bt Y
i
i

SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN EKONOMIDAN
PEMBANGUNAN
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LAMPIRAN II

amSeanri
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